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ABSTRAK 

 

Andi Nur Alamsyah Arsyad, 2025. Pengaruh Sanksi Administratif dan 
Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan 
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten 
Pangkep. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh:  Masrullah  dan  

Indriana.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi administratif dan 
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden 
yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor. Data dianalisis menggunakan 
metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) versi 30. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa baik sanksi administratif maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas penerapan 
sanksi dan peningkatan kesadaran pajak masyarakat dapat mendorong 
kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung peningkatan penerimaan pajak 
daerah. 

 

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib 
Pajak  
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ABSTRACT 

 

Andi Nur Alamsyah Arsyad, 2025. The Influence of Administrative 
Sanctions and Motor Vehicle Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Tax 
Payment Compliance at the Samsat Office of Pangkep Regency. Thesis. 
Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, 
Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Masrullah and 
Indriana. 

 

This study aims to analyze the effect of administrative sanctions and taxpayer 
awareness on the compliance of motor vehicle tax payments at the Samsat 
Office in Pangkep Regency. The research uses a quantitative approach by 
distributing questionnaires to 100 respondents who are motor vehicle taxpayers. 
Data were analyzed using multiple linear regression with the help of Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) software version 30. The results show 
that both administrative sanctions and taxpayer awareness have a positive and 
significant influence on motor vehicle tax payment compliance. These findings 
suggest that enhancing the effectiveness of sanctions and improving public tax 
awareness can promote taxpayer compliance, thereby supporting the increase of 
regional tax revenue. 

 

Keywords: Administrative Sanctions, Taxpayers Awareness, Taxpayer 
Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang penting dalam 

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. 

Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam 

membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan 

maupun untuk pembiayaan rutin. Pajak merupakan pungutan yang bersifat 

terutang yang wajib di bayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada 

masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, serta 

tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pungutannya akan 

digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan 

pemerintahan maupun pembangunan (Nurdin et al., 2022). Peran pajak 

sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum 

optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib 

Pajak patuh. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa 

dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab 

rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar 

(Sebayang & Reza Hanafi Lubis, 2022). Dalam konteks ini pemahaman 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi krusial, karena kedua 

instrumen ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk 

mendanai berbagai program dan proyek pembangunan tingkat lokal.  

       Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi 

wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang 
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bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari 

pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke 

masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka 

memakmurkan rakyat. Salah satu penerimaan pajak daerah berasal dari 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas 

kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan pajak 

kendaraan bermotor dari tahun ke tahun telah berpengaruh terhadap jumlah 

pemasukan daerah. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib 

pajak tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak. 

       Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak. Menurut (Nurdin et al., 2022) kepatuhan perpajakan 

merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Seorang wajib pajak bisa dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila 

tidak memiliki tunggakan pajak apapun. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki 

peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh 

negara tidak sesuai dengan yang ditargetkan maka akan menghambat 

proses pembangunan negara. maka dari itu perlu untuk mengkaji tentang 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut data  

target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan Bermotor  wilayah 

Pangkep tahun 2020-2024 : 
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   Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Wilayah Pangkep Tahun 2020-2024 

Tahun Unit Target Realisasi 

2020 45.401 37.543.201.000 25.516.473.823 

2021 45.676 40.292.606.000 27.333.394.261 

2022 44.525 44.764.239.000 27.366.861.102 

2023 46.156 49.019.979.000 32.056.242.199 

2024 48.719 44.511.514.000 32.956.107.582 

Sumber Data: Kantor Samsat Pangkep 

Berdasarakan data yang disajikan, terihat adanya feenomena 

ketidakpatuhan pembayaran pajak yang cukup signifikan selama periode 

2020-2024. Meskipun jumlah unit wajib pajak mengalami fluktuasi dengan 

kecenderungan peningkatan dari 45.401 unit pada tahun 2020 menjadi 

48.719 unit pada tahun 2024, namun realisasi penerimaan pajak konsisten 

berada dibawah target yang ditetapkan. Kesenjangan antara target dan 

realisasi ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, dimana pada tahun 

2020 realisasi hanya mencapai 67,98% dari target, bahkan mengaami 

penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2022 dengan tingkat pencapaian 

masing-masing 67,84% dan 61,13%.  

Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika melihat bahwa meskipun 

target penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi, realisasi penerimaan tidak mampu mengimbangi 

pningkatan tersebut secara proporsioal. Tahun 2023 menunjukkan sedikit 
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perbaikan dengan realisasi mencapai 65,38% dari target, namun pada tahun 

2024 kembali menurun menjadi 74,03%. Kondisi ini mengindikasikan adanya 

permasalahan struktural dalam sistem perpajakan, kesenjangan yang 

konsisten antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi actual ni 

menunjukkan urgensi perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk 

mengoptimalkan penerimaan negara dari sector perpajakan. 

Melihat fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran wajib 

pajak tersebut, maka penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 

yaitu sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak (Labangu Lestari et al., 

2021). Menurut (Nurdin et al., 2022) sanksi administrasi pajak merupakan 

pembayaran kerugian dari pelanggar peratuan perundang-undangan 

perpajakan kepada negara yang terdiri bunga, denda dan kenaikan pajak 

dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan kepada Wajib Pajak. 

Selanjutnya menurut (Erly Suandy, 2014) Kesadaran Wajib Pajak 

merupakan kesadaran dari Wajib Pajak akan perpajakan dan kesediaan 

Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan 

melaporkan jumlah pajak terutangnya sesuai dengan peraturan 

perundangundangan perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak berdampak 

pada seberapa besar kemungkinan wajib pajak untuk mendaftar sebagai 

wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. 

       Penelitian terkait sanksi administratif, kesadaran wajib pajak dan 

kepatuhan pembayaran pajak terdahulu mengenai pengaruh sanksi 
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administratif terhadap kepatuhan pembayaran pajak diantaranya adalah 

penelitian oleh (Salsabilla & Nurhayati, 2023) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kawaluyaan. Sedangkan hasil 

penelitian menurut (Mahasari, 2023) menunjukkan sanksi administrasif pajak 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar 

pajak. 

       Selanjutnya mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

pembayaran pajak diantaranya adalah penelitian menurut (Nurdin et al., 

2022)  menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial 

dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Muna. Namun sebaliknya 

hasil penelitian menurut (Rani Aprilia & Rusdi, 2023) menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib pajak terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan. 

       Berdasarkan uraian  diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh sanksi administratif dan kesadaran pajak 

kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian yang 

dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Ringan, 2023). 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada waktu, 

tempat dan subjek penelitian yang difokuskan pada pengaruh sanksi 

administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan  terhadap 

kepatuhan pembayaran pajak. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan 

pembayaran pajak? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh sanksi administrasif dan 

kesadran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada Kantor 

Samsat Kab. Pangkep. 

D. Manfaat Penelitian 

  Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sanksi administratif 

dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan 

pembayaran pajak 

2. Bagi Instansi Kantor Samsat Kab. Pangkep, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan berupa saran sejauh mana  sanksi 

administratif pajak dan kesadaran dapat diterapkan pada masyarakat kab. 

Pangkep. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai 

penyebab yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

kewajibannya membayarkan pajak kendaraan bermotor.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Grand Theory 

1. Teori Kepatuhan 

         Teori kepatuhan, seperti yang didefinisikan oleh (Safina Fatmawati, 

2022), adalah teori yang menjelaskan mengapa orang-orang tertentu 

mengikuti norma-norma yang ditetapkan untuk mereka. Wajib pajak patuh 

pada hukum karna sadar akan kewajibannya dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk memenuhinya. Wajib pajak yang 

melakukan upaya yang tulus untuk memenuhi tanggung jawab keuangan 

mereka dengan mengajukan dan membayar pajak mereka tepat waktu 

membantu negara memenuhi janjinya untuk meningkatkan pembangunan 

infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan menghindari 

hukuman untuk melakukannya. 

         Teori ini dapat digunakan untuk membahas mengenai kepatuhan 

wajib pajak karena teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk 

lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak 

yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak 

dengan tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan 

menguntungkan wajib pajak sendiri sehingga turut berkontribusi untuk 

negara demi terwujudnya negara yang maju.
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B. Pengertian Perpajakan 

1. Pengertian Perpajakan 

         Pajak atau iuran adalah salah satu cara Negara dalam mengatasi 

masalah perekonomiannya karena jumlah pengeluaran Negara yang 

terus meningkat yang diwajibkan kepada masyarakat. Pajak juga 

merupakan bukti bakti kepada Negara yang dilihat paling efektif dalam 

proses pembangunan Negara (Masrullah et al., 2021). Hal ini sejalan 

dengan Undang–Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Soemitro (Hantono & Sianturi, 2022), . Sedangkan menurut 

(Januar Sonya Maulani Kusasih, 2022), pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan umum.  

2. Fungsi Pajak 

       Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, 

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai 
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pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama 

sebagai berikut : 

a. Fungsi Anggaran  

       Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik 

yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak merupakan 

sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke 

kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau 

pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai 

pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran 

pendapatan dan pengeluaran memiliki keseimbangan. 

b. Fungsi Mengatur  

       Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara 

dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini pemerintah 

menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan 

masyarakat agar sejalan dengan keinginan pemerintah. 

c. Fungsi Pemerataan  

       Pajak memiliki fungsi pemerataan artinya fungsi yang lebih 

menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam 

masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif 

progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada 

masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang 

lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih 

sedikit (kecil). 
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d. Fungsi Stabilisasi 

       Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, 

misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat 

mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 

Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah 

dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak uang yang 

beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang 

diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh 

modal dapat diatasi. 

       Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam 

fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Fungsi pajak adalah: 

1) Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan Negara. 

2) Pajak adalah alat untuk mendorong investasi. 

3) Pajak merupakan alat redistribusi. 

       Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat 

kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmurnya 

masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melangsungkan 

kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan 

untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan 

memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, Fungsi pajak adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari 
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masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh negara dan 

dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain. 

3. Jenis-Jenis Pajak 

       Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari 

masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek 

pajak.  

a. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1) Pajak Langsung 

       Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan 

bangunan. 

2) Pajak Tidak Langsung 

       Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser 

kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa 

dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi 

perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban 

membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah 

dan pajak pertambahan nilai. 

b. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) 

yaitu: 

1) Pajak Negara 

       Merupakan Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian 
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keuangan dalam lingkup direktorat jendral pajak. Contohnya pajak 

penghasilan. 

2) Pajak Daerah 

  Merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas 

pendapatan daerah. 

c. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1) Pajak Subjektif 

  Merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan 

wilayah pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-

alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan 

materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib 

pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. 

Contohnya pajak penghasilan. 

2) Pajak Objektif 

  Merupakan pajak yang pada awalnya memperhatikan objek 

yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian 

baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. 

Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang 

hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas 

laba perusahaan. 

4. Sistem Pemungutan Pajak 

       Menurut lembaga pemungutanya pajak dibedakan menjadi pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan 

dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak 

yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Sembiring, 2023). 
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Sistem pemungutan di Indonesia terdiri dari tiga jenis yaitu : 

a. Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Besarnya hutang pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri. 

2) Mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan 

perpajakan, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

b. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

1) Sifat wajib pajak pasif. 

2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 

oleh fiskus 

c. With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Waluyo, 2018). 
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5. Pajak Daerah 

       Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Sembiring, 2023). 

6. Pajak Kendaraan Bermotor 

       UU pajak daerah yang mengatur tentang peraturan perpajakan 

terkait pajak kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 3-8 pada bagian 

kedua UU No. 28 Tahun 2009 (Sembiring, 2023). Pajak kendaraan 

bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan 

bermotor, sehingga objek pajak dari kendaraan bermotor secara otomatis 

adalah pemilik dan penguasa dari kendaraan bermotor (Kowel, 2019).  

 Dengan kata lain, biaya wajib yang harus dibayar oleh pemilik 

kendaraan roda dua atau lebih yang pemanfaatanya diatur pada 

peraturan pemerintah daerah (Sembiring, 2023). Tidak semua 

kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, 

sebab ada beberapa pengecualian yaitu : 

a. Kereta Api 

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara. 

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, 

konsultan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga internaissional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan pajak pemerintah. 
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d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau 

importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual. 

e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti 

yang disegel atau disita (Sembiring, 2023). 

C. Sanksi Administratif 

      Sanksi administrasi perpajakan merupakan hukuman yang dibebankan 

kepada wajib pajak yang melanggar atau terlambat melakukan pembayaran 

pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas 

negara. Sesuai Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994, Apabila pada saat 

jatuh tempo, wajib pajak belum membayar atau kurang bayar atas kewajiban 

pajak yang dimilikinya, maka wajib pajak tersebut dikenakan sanksi 

administrasi sebesar 2% perbulan, terhitung saat telah jatuh tempo hingga 

batas maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. 

D. Kesadaran Wajib Pajak 

       Penelitian Balqis & Rusdi, (2020) mengutip pernyataan Rahayu bahwa 

“kesadaran pajak” mengacu pada kesiapan untuk memenuhi tanggung 

jawab kenegaraan seseorang dengan membayar bagian pajak yang adil 

untuk mendukung upaya pembangunan negara. Untuk mengukur kesadaran 

wajib pajak, peneliti Wardani dan Rumiyatun dalam penelitiannya (Karlina & 

Ethika, 2021) menggunakan banyak indikator, antara lain: Pertama, Untuk 

memenuhi komitmen membayar pajak, seseorang harus menyadari haknya 

dan adanya kewajiban tersebut. Kedua kepercayaan wajib pajak terhadap 

pendanaan untuk pemerintah daerah dan negara bagian. Ketiga, memotivasi 

masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Lebih lanjut, (Utomo & 

Iswara, 2021) menyatakan bahwa indikator seperti. Pertama, Pajak 
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ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa. Kedua, Menyisihkan 

setiap tahun untuk bayar pajak. Ketiga Pembebasan pajak dan penundaan 

pajak berdampak buruk bagi pemerintah. Keempat, Pajak dibayar tepat 

waktu sesuai kebutuhan. 

E. Kepatuhan Wajib Pajak 

          . Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti 

tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi 

seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang 

Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib 

Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang 

berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. (Ademarta, 2014) 

kepatuhan Wajib Pajak, yaitu yang dimana Wajib Pajak: paham atau 

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; tepat dalam mengisi formulir; benar dalam 

menghitung jumlah pajak; dan tepat waktu dalam membayar pajak. 

Kepatuhan perpajakan (Isyatir, 2015) adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib 

Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban 

pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan 

pemerintah. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib 
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Pajak tidak memiliki tunggakan maupun keterlambatan membayar pajak. 

(Harfiani, Mursalim, 2023). 

F. Penelitian Terdahulu 

       Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa tinjauan empiris 

atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari 

kajian terdahulu ini adalah untuk menemukan inspirasi baru untuk 

menetukan posisi penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. 

Berikut merupakan beberapa uraian tinjauan empiris/penelitian terdahulu 

yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Peneltian Terdahulu 

 

No. 

 

Nama Peneliti Dan 
Tahun Peneliti 

 

Judul 
Penelitian 

 

Variabel 

 

Alat 
Analisis 

 

Hasil 
Penelitian 

1. Arum Indrasari,Putri 
Dwi Aprilia Nur 
Khasanah,Sudirwan 
S, (2020). 

Apakah 
Sanksi 
Administrasi, 
Pengetahuan 
Perpajakan 
Dan 
Kesadaran 
Berpengaruh 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak. 

Independen 
: Sanksi 
Administrasi, 
Pengetahuan 
Perpajakn, 
Dan 
Kesadaran 
Wajib pajak. 
Dependen : 
Kepatuhan 
Wajib Pajak. 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa sanksi 
administrasi 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak, 
sedangkan 
pengetahuan 
perpajakan 
dan 
kesadaran 
wajib pajak 
berpengaruh 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak. 

2. Khorida AR,Arni 
Bakar, Haryanto, 
(2020). 

Analisis 
Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Pajak, Sanksi 
Perpajakan, 
Dan 
Kesadaran 

Independen: 

Kualitas 
Pelayanan 
Pajak, Sanksi 
Perpajakan, 
Dan 
Kesadaran 
Wajib Pajak 

Metode 
Kualitatif 

Hasil 
penelitian ini 
menunjukkan 
ada 
pengaruh 
kualitas 
pelayanan 
pajak, sanksi 
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Wajib Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Dalam 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
Pada Samsat 
Balaraja 
Banten. 

Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Dalam 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 
 

perpajakan, 
dan kesa 
daran wajib 
pajak 
bersama-
sama 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak 
dalam 
membayar 
pajak 
kendaraan 
bermotor di 
Samsat 
Balaraja. 

3. Utami Widya 
Karlina, dan 
Mukhlizul Hamdi 
Ethika,(2020). 

Pengaruh 
Pengetahuan 
Wajib Pajak, 
Dan Sanksi 
Perpajakan 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 

Independen: 
Pengaruh 
Pengetahuan 
Wajib Pajak, 
Dan Sanksi 
Perpajakan 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
pengujian 
menunjukkan 
bahwa 
pengetahuan 
dan 
kesadaran 
wajib pajak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
kepatuhan 
pajak 
sedangkan 
sanksi 
perpajakan 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kepatuhan 
wajib 
pajakkendara
an bermotor. 

4. Masrullah, Asriati, 
Nur Reski Alfiah S, 
(2021) 

Penerapan 
Self 
Assestment  
System 
Dalam 
Meningkatkan 
Kesadaran 
Atas 
Kepatuhan 
Membayar 
Pajak 

Independen: 
Penerapan 
Self 
Assestment  
System 
Dependen: 
Kesadaran 
Atas 
Kepatuhan 
Membayar 
Pajak  

Metode 
Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil 
penelitian 
realisasi 
pelaporan 
pajak 
menggunaka
n Self 
Assesment 
System di 
Badan 
Pendapatan 



20 

 

 

 

 

Dikabupaten 
Gowa. 

Kabupaten 
Gowa pada 
tahun 2018 
penerimaan 
pajaknya 
sebesar Rp 
11.056.558.0
00 dari 326 
jumlah 
penerimaan 
pajak yang 
terdaftar 
SPT. Dan 
demikian, 
pada tahun 
2019 
penerimaan 
pajaknya 
sebesar Rp 
13.870.577.2
00 dari 181 
jumlah 
penerimaan 
pajak yang 
terdaftar 
SPT. Maka 
dari itu, 
adapun 
persentase 
kepatuhan 
pajak yang 
dicapai oleh 
Badan 
Pendapatan 
Daerah 
Kabupaten 
Gowa tahun 
2018 -2019 
sebanyak 
49,16% 

5. Fatmawati,S & Adi, 
S (2022). 

Pengaruh 
Kesadaran 
Pajak, 
Kualitas 
Pelayanan 
Fiskus, 
Tingkat 
Pemahaman 
Pajak, 
Tingkat 

Independen: 
Kesadaran 
Pajak 
Kualitas 
Pelayanan 
Fiskus, 
Tingkat 
Pemahaman 
Pajak, 
Tingkat 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa pajak 
dan tingkat 
pendapatan 
mempengaru
hi kepatuhan 
wajib pajak . 
Kualitas 
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Pendapatan 
Dan Sanksi 
Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Dalam 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
(Studi Empiris 
Pada Samsat 
Kota 
Surakarta). 

Pendapatan, 
Dan Sanksi 
Pajak 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Dalam 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor.. 

 

pelayanan 
perpajakan, 
tingkat 
pemahaman 
pajak dan 
pajak tidak 
berpengaruh 
terhadap 
wajib pajak. 

 

6. Dira santika 
sebayang,Reza 
Hanafi Lubis 
(2022). 

Pengaruh 
Pengenaan 
Sanksi 
Administratif, 
Kesadaran 
Wajib Pajak, 
Dan 
Penerapan E-
Samsat 
Terhadap 
Tingkat 
Kepatuhan 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor Di 
Provinsi 
Sumatera 
Utara. 

Independen: 
Sanksi 
Administratif, 
Kesadaran 
Wajib Pajak, 
dan 
Penerapan 
E-Samsat 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
secara 
Parsial 
Sanksi 
Administrasi 
Perpajakan 
(X1), dan 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
(X2) diterima 
yang artinya 
berpengaruh 
terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor di 
Provinsi 
Sumatera 
Utara, 
sedangkan 
Penerapan 
Program E-
Samsat 
ditolak yang 
artinya tidak 
berpengaruh 
terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak. 

7. Ni Nengah Ayu 
Mahasari, (2023). 

Pengaruh 
Sistem 

Independen: 
Kualitas 

Metode 
Kuantitatif 

Bukti empiris 
menemukan 
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Kualitas 
Pelayanan, 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor Di 
Kantor 
Samsat Kota 
Bandar 
Lampung. 

Pelayanan, 
Dan 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
Dependen: 
Kepatuhan 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 

 

bahwa 
kesadaran 
wajib pajak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
kepatuhan 
membayar 
pajak. 
Namun, 
sistem 
kualitas 
pelayanan, 
sanksi pajak 
tidak 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
membayar 
pajak. 

8. Risnamita Salsabila 
dan Nunung 
Nurhayati, (2023). 

 

Pengaruh 
Kesadaran 
Wajib Pajak, 
Dan Sanksi 
Administrasi 
Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
Roda Dua Di 
Samsat 
Kawaluyaan. 

Independen: 
Kesadaran 
Wajib Pajak, 
Dan Sanksi 
Administrasi 
Pajak 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
Roda Dua 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
pengujian 
hipotesis 
menunjukkan 
bahwa 
terdapat 
pengaruh 
antara 
kesadaran 
wajib pajak 
dan sanksi 
administrasi 
pajak 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak 
kendaraan 
bermotor 
roda dua di 
Samsat 
Kawaluyaan. 

9. Rani Aprilia Dan 
Rusdi,(2023). 
 

Pengaruh 
Kesadaran, 
Sanksi, Dan 
Pelayanan 
Fiskus 
Terhadap 
Kepatuhan 

Independen: 
Kesadaran 
Wajib Pajak, 
Sanksi 
Perpajakan, 
Dan 
Pelayanan 

Metode 
Kuantitatif 

Temuan 
menunjukkan 
bahwa 
kepatuhan 
wajib pajak 
pada 
kendaraan 
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Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 

Fiskus. 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 

bermotor 
dipengaruhi 
oleh 
kesadaran 
wajib pajak, 
sanksi pajak, 
dan fiskus 
sekaligus. 
Terdapat 
tidak 
pengaruh 
dan tidak 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak 
kendaraan 
bermotor dari 
fiskus, 
namun 
pengaruh 
positif dan 
signifikan dari 
kesadaran 
wajib pajak 
dan sanksi 
perpajakan 
lebih besar. 

10. Angelina Yenny 
Ringan, (2023). 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Dan 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor  
(Studi Pada 
Samsat 
Konawe). 

Independen: 
Kualitas 
Pelayanan, 
Dan 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
Dependen: 
Kepatuhan 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor. 
 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa: 1) 
Kualitas 
pelayanan 
dan 
kesadaran 
wajib pajak 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
membayar 
pajak 
kendaraan 
bermotor 
pada Samsat 
Konawe, 2) 
Kualitas 
pelayanan 
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berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
membayar 
pajak 
kendaraan 
bermotor 
pada Samsat 
Konawe dan 
3) Kesadaran 
wajib pajak 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
membayar 
pajak 
kendaraan 
bermotor 
pada Samsat 
Konawe. 

11 Harfiani, Mursalim, 

Juliyanty Sidik Tjan 

(2023). 

Pengaruh 
Akses Pajak, 
Kewajiban 
Moral, Love 
of Money dan 
Persepsi 
Adanya 
Reward 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor di 
Kantor 
Samsat 
Kabupaten 
Pangkep 
 

Independen: 
Akses 
perpajakan, 
Kewajiban 
moral, Love 
of money. 
Dan Persepsi 
adanya 
reward. 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Dalam 
Membayar 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 

Metode 
Kuantitatif 

Hasil 
pengujian 
hipotesis 
menunjukkan 
bahwa 
variabel 
akses pajak, 
kewajiban 
moral dan 
persepsi 
adanya 
reward 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak 
kendaraan 
bermotor, 
sedangkan 
variabel love 
of money 
berpengaruh 
negatif 
terhadap 
kepatuhan 
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wajib pajak. 

Sumber data: Diolah penulis 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui 

dalam suatu masalah tertentu. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel 

independen yaitu: sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan 

bermotor, serta satu variabel dependen yaitu, kepatuhan pembayaran pajak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

H. Hipotesis Penelitian  

       Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan 

kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat 

mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ditetapkan. 

Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

Sanksi Administratif 

(X1) 

Kesadaran Wajib Pajak 

(X2) 

Kepatuhan Pembayaran 

Pajak (Y) 
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1. Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Pembayaran 

Pajak 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara Statistik terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan dengan yang 

diungkapkan (Palit et al., 2021) yang menyatakan bahwa sanksi 

administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herwinarni, 2016) yang 

menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian 

di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1: Sanksi administratif berpengaruh secara postif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak. 

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak 

 Salah satu variabel yang sering digunakan untuk mengkaji 

kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib 

pajak diartikan sebagai iktikad baik seseorang dalam membayar pajak 

terutama pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dalam 

penelitian terdahulu diukur dengan beberapa indikator yang 

menggambarkan pemahaman wajib pajak sebagai warga negara dan 

kewajibannya untuk membantu pembangunan nasional dan daerah 

melalui pembayaran pajak. (Anggraini, 2021) merumuskan model 
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konseptual yang menggambarkan kesadaran wajib pajak menjadi salah 

satu variabel penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian 

terdahulu lainnya memasukkan kesadaran pajak sebagai salah satu 

variabel bebas dari kepatuhan wajib pajak seperti Krisnadeva dan 

(Merkusiwati, 2020), dan (Aulia dan Maryasih, 2022). Berdasarkan telaah 

dari beberapa penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian 

menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak 

maka semakin tinggi pula kepatuhannya, atau dapat dikatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020; dan Aulia dan 

Maryasih, 2022). 

H2 : Kesadaran wajib pajak Kendaraan Bemotor berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor 



 

28 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif 

merupakan pendekatan penelitian positivisme yang digunakan untuk 

mempelajari populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian, populasi 

adalah seluruh area atau elemen yang diteliti yang terdiri dari subjek atau 

obyek dengan karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian 

sehingga populasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan. 

Populasi tidak hanya terdiri dari orang atau manusia; lebih luas, populasi 

dapat terdiri dari benda lain seperti hewan, objek, benda, dan lainnya yang 

dapat dipelajari atau diteliti untuk tujuan penelitian. Inti populasi adalah 

atribut yang akan dipelajari dalam penelitian yang akan dilakukan. Wajib 

pajak yang melakukan pembayaran di Kantor Samsat Pangkep adalah 

subjek penelitian ini.    

B. Lokasi Penelitian 

       Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 

pengumpulan data adalah di Kabupaten Pangkep dengan sasaran penelitian 

bertempat di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep. Penelitian ini 

direncanakan berlangsung selama sekitar 2 bulan, mulai dari bulan 10 Maret 

2025 hingga 10 Mei 2025, untuk memperoleh responden yang memenuhi 

kriteria yang ditetapkan. 
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C. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

       Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, 

berdasarkan sifatnyna. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan 

adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berfokus pada pengujian teori 

dengan mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan 

menganalisis data tersebut melalui prosedur statistik. 

2. Sumber Data 

       Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data Sugiyono, (2018). Data primer bisa berupa 

opini subyek (orang) secara individu atau grup, akibat observasi terhadap 

suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan akibat pengujian. Data 

utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada 

responden. 

       Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen grafis 

(table, catatan, risalah, rapat, dan lain – lain) yang dapat memperkaya 

data primer. 

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

        Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib 

pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor SAMSAT 
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Kabupaten Pangkep yang jumlahnya mencapai 48.719 wajib pajak tahun 

2024, dan peneliti akan menggunakan teknik Accidental Sampling  yaitu 

menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui sebagai responden, 

dengan syarat bahwa orang tersebut sesuai untuk memeberikan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Sampel 

 Sampel adalah suatu definisi yang diberikan pada populasi tersebut, 

bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, 

dan waktu, maka penelitian akan diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

2018). 

 Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus 

Slovin,  Berikut Rumus Slovin.                         

  
 

       
 

Keterangan:  

n = Ukuran Sampel  

N = Populasi  

e  = Margin of error (dalam decimal, jadi 10% = 0,1)  

 Melalui rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

N = 48.719 

e = 0,1 

Maka : 
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 = 99,8 

Kemudian diperoleh jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah 99,8 responden dan akan dibulatkan oleh peneliti 

menjadi 100 responden. Adapun kriteria sampel yaitu kriteria inklusi 

sebagai berikut, wajib pajak yang terdaftar di samsat pangkep dan masih 

aktif membayar pajak, dan memiliki kendaraan bermotor dan adapun 

kriteria eksklusi yaitu responden yang tidak dapat memberikan informasi 

yang dperlukan dan wajib pajak dengan kendaraan bermotor yang sudah 

tidak aktif. 

E. Metode Pengumpulan Data 

       Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei 

kuesioner yang akan dibagikan kepada calon responden melalui alat bantu 

berupa kuesioner elektronik, yaitu google form. Dikarenakan kerahasiaan 

data wajib pajak, peneliti tidak memperoleh langsung data yang dapat 

memungkinkan peneliti untuk menghubungi wajib pajak yang benar-benar 

terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Pangkep. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penyebaran 

kuesioner kepada calon responden, dengan cara membagikan link kuesioner 

melalui pesan berantai pada grup whatsapp. Pengukuran kuesioner akan 
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dilakukan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini 

akan menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 point yaitu : Sangat Tidak 

Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

Akan ada petunjuk dalam kuisioner ini agar mempermudah responden dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan. 

F. Definisi Operasional Variabel 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib 

pajak, sanksi administrasi, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menganalisis 

pengaruh sanski administratif dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel 

independen dan kepatuhan pembayaran pajak sebagai variabel dependen. 

       Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu, 

sanksi admnistratif dan kesadaran wajib pajak. Sanksi Administratif 

merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga 

dan kenaikan. Sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan efek jera 

kepada wajib pajak sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Kesadaran wajib pajak merupakan 

keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada 

paksaan dari pihak lain 

       Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan pembayaran pajak yaitu di mana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan pajak yang berlaku. 
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Sanksi 
Administratif (X1) 

Sanksi Administrasi 
merupakan 
pembayaran 
kerugian kepada 
negara, khususnya 
berupa bunga dan 
kenaikan. Sanksi 
administrasi 
bertujuan untuk 
memberikan efek 
jera kepada wajib 
pajak sehingga 
terciptanya 
kepatuhan wajib 
pajak dalam 
melaksanakan 
kewajiban 
perpajakannya. 
 
Sumber : (Nurdin et 
al., 2022) 

1. Keterlambatan 
membayar pajak 
harus dikenakan 
sanksi. 

2. Tingkat penerapan 
sanksi pajak. 

3. Sanksi digunakan 
untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib 
pajak. 

Likert 

Kesadaran Wajib 
Pajak (X2) 

Kesadaran wajib 
pajak merupakan 
keadaan dimana 
wajib pajak 
menyadari akan 
pentingnya pajak 
tanpa ada paksaan 
dari pihak lain. 
 
Sumber : (Nurdin et 
al., 2022) 

1. Kesadaran adanya 
undang-undang dan 
ketentuan tentang 
perpajakan. 

2. Kesadaran akan 
fungsi pajak 

3. Menghitung,membaya
r, melaporkan pajak 
secara sukarela. 

Likert 

Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepatuhan wajib 
pajak yaitu di mana 
wajib pajak 
memenuhi 
kewajiban 
perpakannya 
dengan baik dan 
benar sesuai 
dengan peraturan 
perundang-
undangan pajak 
yang berlaku. 
 
Sumber : (Nurdin et 
al., 2022) 

1. Kepatuhan wajib 
pajak dalam 
mendaftarkan diri. 

2. Kepatuhan dalam 
perhitungan dan 
pembayaran pajak 
terutang. 

3. Kepatuhan dalam 
membayar tunggakan. 

Likert 
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 Sumber data: Diolah Penulis 

G. Metode Analisis Data 

       Teknik Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis 

statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS . 

1. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum dari setiap variabel 

penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata 

(mean), nilai minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2012) 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected 

Item-Total Correlation lebih besar dari 0,05. 

b. Uji reliabilitas digunakan dengan cara melihat Cronbach Alpha (α), 

yang dimana satu kuesioner dikatakan reliabel apabila Cronbach 

Alpha (α) > 0,60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan 

data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan 

(Barus, 2016). Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-

Smirnov lebih dari 0,05. 

b. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance (tolerance value) dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut-off yang umum 

digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 

10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel dalam model regresi. 
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c. Uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji scatterplot. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji 

scatterplot adalah jika terdapat pola tertentu pada uji scatterplot. 

Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan 

keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima 

hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunyoto, 2011). 

a. Analisis Regresi Linear Berganda Untuk menghitung besarnya 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan metode analisa regresi linear 

berganda. Secara umum formulasi dari regresi linear berganda 

adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan wajib pajak) 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien Regresi (Sanksi administratif) 

b2 = Koefisien Regresi (Kesadaran wajib pajak) 

X1 = Nilai Perhitungan Sanksi admistratif 

X2 = Nilai Perhitungan Kesadaran wajib pajak 

e = Error 

b. Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 

1 Ghozali (2012). 

c. Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamasama 

dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan 

dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. 

1) Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan  

2) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

d. Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji koefisien secara parsial 

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. 

Tingkat signifikansinya ditentukan sebesar 5% dan degree of 

freedom (df) = n-k, artinya kemungkinan kesalahan yang dapat 

ditolerir dalam mengambil keputusan. 

1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada 

pengaruh signifikan dari variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. 

2) Jika t hitung < dari t tabel maka hipotesis penelitian 

ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

independen secara individual terhadap variabel 

dependen. 
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H. Uji Hipotesis 

        Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan metode analisis regresi berganda, yang digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengaruh variabel independen yang dimaksud adalah 

sanksi administratif ,dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel 

dependen berupa kepatuhan pembayaran pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor.(Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, 

2020) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kantor Samsat Wilayah Pangkep 

       Samsat Kabupaten Pangkep dibentuk sebagai bagian dari kebijakan 

nasional untuk menyederhanakan pelayanan administrasi kendaraan 

bermotor melalui sistem satu atap. Pembentukan ini didasarkan pada 

Instruksi Bersama Menteri Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, dan Nomor 

61/IMK.014/1999. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik di bidang perpajakan kendaraan bermotor. 

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

untuk mengelola obyek pajak secara lebih luas. Awalnya terdapat 10 

UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, namun berdasarkan Peraturan 

Gubernur Sulsel No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis, jumlah UPT bertambah menjadi 15, dan hingga 

tahun 2017, UPT telah hadir di semua kabupaten/kota, termasuk 

Kabupaten Pangkep. 

2. Visi Misi Kantor Samsat Wilayah Pangkep 

Adapun visi misi Kantor Samsat Wiayah Pangkep yaitu sebagai berikut: 

a. Visi 

       Maksimalnya Peningkatkan Pendapatan Daerah Melalui 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, 

Transparan, Akuntabel Dan Inovatif. 
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b. Misi 

1) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga 

belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 

10 %. 

2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja 

dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan 

pajak. 

3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, 

handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam 

mengelola pendapatan daerah. 

4) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan dan 

pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel. 

3. Struktur Organisasi Kantor Samsat Wiayah Pangkep 

       Struktur organisasi merujuk pada susunan dan hhubungan antar 

berbagai bagian dan posisi di dalam suatu organisasi. Ini mencerminkan 

adanya pembagian kerja, fungsi, serta tanggung jawab yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Di 

bawah ini, anda dapat melihat pembagian struktur organisasi yang 

berlaku di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Pangkep: 
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Gambar 4. 1Struktur Organisasi Kantor Samsat Pangkep 

Sumber: Kantor Samsat Pangkep 
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4. Deskripsi Pekerjaan Kepegawaian Kantor Samsat Wilayah Pangkep 

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

1)   Menyusun kebijakan teknis dan strategi di bidang pengelolaan 

pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 

tugas dukungan teknis, serta melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas kepada atasan.  

4) Membina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang 

keuangan, termasuk pembinaan administrasi pendapatan 

daerah dan pemungutan pendapatan asli daerah.  

5) Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas.  

6) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan data pendapatan dan 

bagi hasil pajak dengan perangkat daerah pengelolaan 

keuangan daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  

7) Mengkoordinasikan dan berkonsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait pengelolaan 

pendapatan daerah.  

8) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Badan.  
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9) Menetapkan kebijakan dan tata cara pelaksanaan 

pemungutan pendapatan daerah.  

b. UPT Pendapatan Wilayah 

1) Melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Samsat 

3) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis 

pelayanan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi 

pajak dan retribusi Daerah. 

4) Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

terkait tugas dan fungsinya. 

c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

1) Penyusunan Program Kerja. 

2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. 

3) Pengelolaan Administrasi Keuangan. 

4) Mengelola administrasi keuangan, meliputi penganggaran, 

penatausahaan, sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan.  

5) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, 

pengelolaan barang/aset, serta kearsipan.  

6) Mengelola urusan ketatausahaan surat menyurat dan 

kearsipan.  

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris atau 

pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.  
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d. Analisis Tata Usaha 

1) Mengumpulkan bahan mengenai tata usaha seperti 

kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga sesuai dengan 

peraturan dan kebijakan yang berlaku guna meningkatkan 

kinerja UPT Pendapatan. 

2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan mengenai 

tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah 

tangga agar memperlancar pelaksanaan tugas pada UPT 

Pendapatan. 

3) Mengadakan penelitian terhadap permasalahan tata usaha 

seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga guna 

mencari solusi dan memperbaiki kinerja UPT Pendapatan. 

4) Membuat laporan hasil kinerja tata usaha secara berkala 

kepada pimpinan untuk pengawasan dan pengevaluasian. 

5) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian permasalahan 

tata usaha dan pemanfaatannya disampaikan kepada pimpinan 

untuk meningkatkan kinerja UPT Pendapatan. 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

e. Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan. 

1) Mengumpulkan hasil transaksi keuangan pada lingkup UPT 

Pendapatan secara berkala sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 
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2) Memeriksa dan menelaah laporan hasil transaksi keuangan 

dibandingkan dengan nominal transaksi untuk memperlancar 

pengevaluasian pelaksanaan tugas. 

3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan laporan 

dalam transaksi keuangan dalam rangka menemukan solusi 

untuk permasalahan yang ada dan meningkatkan kinerja. 

4) Membuat laporan rekapitulasi transaksi keuangan secara 

berkala yang disampaikan kepada pimpinan agar dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi. 

5) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian laporan 

transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan kepada 

pimpinan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan 

dan kebijakan. 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

f. Penyusun Kebutuhan Barang dan Investaris. 

1) Menerima dan memeriksa barang inventaris kebutuhan UPT 

Pendapatan dengan membandingkan karakteristik, spesifikasi 

dan hal-hal terkait barang inventaris untuk disesuaikan dengan 

data rencana kebutuhan inventaris sebagai salah satu bentuk 

pengevaluasian dan pengawasan. 

2) Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan barang inventaris 

yang ada berdasarkan pengguna barang, ketahanan barang 

dan kegunaan barang untuk memudahkan pencarian apabila 

diperlukan. 
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3) Mempelajari dan mengkaji kembali kebutuhan barang inventaris 

tahun berjalan dalam rangka penyusunan kebutuhan barang 

inventaris tahun yang akan datang. 

4) Menyusun konsep penyusunan barang inventaris tahun yang 

akan datang berdasarkan kajian tahun berjalan agar kinerja 

lebih baik dan sesuai dengan harapan. 

5) Mendiskusikan konsep penyusunan kebutuhan barang 

inventaris dengan pimpinan dan pihak terkait sesuai peraturan 

yang berlaku guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

6) Mengevaluasi konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris 

sesuai dengan hasil diskusi sebagai bahan perbaikan dan 

kesempurnaan tercapainya sasaran. 

7) Melaporkan hasil kinerja secara berkala kepada pimpinan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban. 

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

g. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan. 

1) Penyusunan program kerja seksi. 

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis, koordinasi dan pembinaan. 

3) Pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan 

penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

h. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan 
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1) Mengumpulkan data dan dokumen perpajakan secara berkala 

sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik. 

2) Mengklasifikasikan data dan dokumen perpajakan sesuai 

dengan jenisnya agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. 

3) Memeriksa data dan dokumen perpajakan agar terjadi 

kesesuaian dan ketepatan antara data dan dokumen 

perpajakan dengan objek perpajakan. 

4) Mengkoordinasikan data dan dokumen perpajakan dengan 

pimpinan dan pihak-pihak terkait agar dapat terlaksana hasil 

yang lebih optimal. 

5) Menyusun laporan mengenai rekapitulasi hasil data perpajakan 

secara berkala kepada pimpinan untuk memudahkan 

pengawasan dan menjadi pertimbangan untuk peraturan dan 

kebijakan. 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

i. Pengadministrasi Pajak. 

1) Menerima data pajak sesuai dengan peraturan dan kebijakan 

yang berlaku untuk melancarkan pekerjaan. 

2) Mengelompokkan data pajak menurut peraturan dan kebijakan 

yang berlaku untuk memudahkan pencarian. 

3) Mendokumentasikan data pajak sesuai peraturan dan kebijakan 

yang berlaku agar tertib administrasi. 
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4) Melaporkan hasil rekapitulasi data pajak secara berkala sesuai 

peraturan dan kebijakan yang berlaku kepada pimpinan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

j. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan 

1) Melakukan penghitungan dan penetapan pajak, termasuk 

penetapan secara jabatan dan tambahan. 

2) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 

Menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Memproses 

penerimaan pembayaran pajak.  

3) Melakukan pelayanan validasi Surat Setoran Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas, Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak.  

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

k. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan 

1) Menyusun data dan informasi perpajakan sesuai dengan 

permasalahannya sesuai peraturandan kebijakan yang berlaku 

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. 

2) Memantau data dan informasi perpajakan agar tidak terjadi 

penyimpangan dan mengurangi kesalahan. 

3) Mengendalikan data dan informasi perpajakan menggunakan 

saran dan prasarana sesuai peraturan dan kebijakan yang 

berlaku agar pekerjaan selesai lebih efektif dan efisien 
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4) Mengkoordinasikan hasil data dan informasi perpajakan kepada 

pihak-pihak terkait agar hasil pelaksanaan pekerjaan lebih 

optimal. 

5) Menyusunlaporan data dan informasi perpajakan secara 

berkala kepada pimpinan sesuai dengan peraturan dan 

kebijakan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk 

peraturan dan kebijakan. 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

l. Analisis Pajak dan Retrbusi Daerah 

1) Mengumpulkan data Pajak dan Retribusi Daerah sesuai 

dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk 

meningkatkan kinerja lingkup UPT Pendapatan. 

2) Menganalisa dan menelaah data Pajak dan Retribusi Daerah 

untuk mengklasifikasikan data tersebut kedalam kategorinya 

masing-masing sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang 

berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas. 

3) Mengadakan penelitian terhadap masalah dalam data Pajak 

dan Retribusi Daerah dalam rangka mencari solusi yang paling 

efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4) Membuat laporan rekapitulasi data Pajak dan Retribusi Daerah 

secara berkala kepada pimpinan agar memudahkan evaluasi 

dan pengawasan. 
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5) Memberikan saran berdasarkan penelitian terhadap masalah 

dalam data Pajak dan Retribusi Daerah kepada pimpinan untuk 

menjadi bahan pertimbangan peraturan dan kebijakan. 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

B. Penyajian Data Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

        Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak sebagai responden. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para 

wajib pajak, dan seluruh kuesioner yang dibagikan berhasil dikembalikan 

dalam kondisi lengkap. Sebelum memasuki pembahasan utama, penulis 

akan memaparkan terlebih dahulu karakteristik demografis responden 

yang mencakup jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Informasi ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

a. Jenis Kelamin Responden 

         Dalam penelitian ini, responden diklasifikasikan berdasarkan 

jenis kelamin menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. 

Distribusi jumlah responden untuk masing-masing kelompok disajikan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 42 42.0 42.0 42.0 

Perempuan 58 58.0 58.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
           Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025) 

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.1, dari total 100 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mayoritas berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 58 orang (58%), sedangkan 

responden laki-laki berjumlah 42 orang (42%). Hal ini menunjukkan 

bahwa partisipasi responden perempuan lebih tinggi dibandingkan 

dengan laki-laki dalam penelitian ini. 

b. Usia Responden 

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 20 tahun 11 11.0 11.0 11.0 

> 40 tahun 13 13.0 13.0 24.0 

20-30tahun 72 72.0 72.0 96.0 

31-40tahun 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)        

        Distribusi usia dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian 

ini disajikan dalam tabel diatas. Data ini memberikan gambaran 

mengenai rentang usia para responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian.  

        Berdasarkan data distribusi usia dari 100 responden yang diteliti, 

mayoritas berada dalam rentang usia 20–30 tahun, yaitu sebanyak 

72 orang (72%). Responden berusia di bawah 20 tahun berjumlah 11 
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orang (11%), usia 31–40 tahun sebanyak 4 orang (4%), dan yang 

berusia di atas 40 tahun sebanyak 13 orang (13%). 

c. Pekerjaan Responden 

        Distribusi jenis pekerjaan dari 100 responden yang diteliti 

disajikan dalam tabel berikut. Data ini memberikan gambaran 

mengenai latar belakang pekerjaan para responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

ASN 18 18 18 18 

ASN, 
Wirausaha 

1 1 1 19 

Dosen 1 1 1 20 

Guru 2 2 2 22 

Honorer 2 2 2 24 

Honorer 
Guru 

1 1 1 25 

Irt 4 4 4 29 

Karyawan 
honorer 

1 1 1 30 

Karyawan 
Honorer 

1 1 1 31 

Karyawan 
kafe 

1 1 1 32 

Karyawan 
Swasta 

21 21 21 53 

Karyawan 
Toko 

1 1 1 54 

Konten 
Kreator 

1 1 1 55 

Mahasiswa 25 25 25 80 

Pelaut 1 1 1 81 

Petani 1 1 1 82 

THL 1 1 1 83 
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Tukang 
Bentor 

1 1 1 84 

Wirausaha 16 16 16 100 

Total 100 100 100   
           Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025) 

       Berdasarkan data distribusi pekerjaan dari 100 responden yang 

diteliti, mayoritas responden bekerja sebagai mahasiswa, yaitu 

sebanyak 25 orang (25%). Kelompok berikutnya adalah karyawan 

swasta dengan 21 responden (21%), diikuti oleh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebanyak 18 responden (18%), dan wirausaha 

sebanyak 16 responden (16%). Responden lainnya tersebar dalam 

berbagai jenis pekerjaan seperti ibu rumah tangga (4%), guru (2%), 

honorer (2%), dan profesi lainnya masing-masing dengan persentase 

yang lebih kecil. Distribusi ini menunjukkan bahwa responden berasal 

dari berbagai latar belakang pekerjaan, dengan dominasi dari 

kalangan mahasiswa dan karyawan swasta. 

2. Uji Statistik Deskriptif 

       Analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden telah dilakukan, 

dan hasilnya disajikan dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran 

umum mengenai data yang diperoleh. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Sanksi 
Administratif 

100 5 25 18.29 4.36306 

Kesadaran 
Wajib Pajak 

100 5 25 19.62 4.9945 

Kepatuhan 
Pembayaran 
Pajak 

100 5 25 20.09 4.42695 
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Valid N 
(listwise) 

100 
    

Sumber: Output SPSS 30 (2025)        

       Hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian 

menunjukkan bahwa, Variabel Sanksi Administratif memiliki nilai minimum 

sebesar 5, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 18,29, dan 

standar deviasi 4,363. Variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai 

minimum 5, maksimum 25, dengan rata-rata 19,62 dan standar deviasi 

4,994. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak memiliki 

nilai minimum 5, maksimum 25, rata-rata 20,09, dan standar deviasi 

4,426. 

3. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas Data 

        Derajat bebas (degree of freedom/df) dihitung dari jumlah 

responden dikurangi 2, yaitu df = n – 2. Dalam penelitian ini, jumlah 

responden yang digunakan untuk uji validitas kuesioner adalah 100 

orang, sehingga derajat bebasnya adalah 98 (100 - 2). Dengan df = 

98, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Adapun kriteria penilaian 

validitas Jika nilai signifikansi < 0,05, maka item pertanyaan 

dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka item pertanyaan 

dianggap tidak valid. Selain itu, item juga dinyatakan valid jika nilai 

        >          (0,1966), dan tidak valid jika         <        . 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 

Sanksi Administratif 
X1 

X1.1 0,770 0,1966 Valid 

X1.2 0,636 0,1966 Valid 

X1.3 0,824 0,1966 Valid 
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X1.4 0,808 0,1966 Valid 

X1.5 0,667 0,1966 Valid 

Kesadaran Wajib 
Pajak X2 

X2.1 0,898 0,1966 Valid 

X2.2 0,849 0,1966 Valid 

X2.3 0,881 0,1966 Valid 

X2.4 0,901 0,1966 Valid 

X2.5 0,757 0,1966 Valid 

Kepatuhan 
Pembayaran Pajak Y 

Y1 0,880 0,1966 Valid 

Y2 0,874 0,1966 Valid 

Y3 0,839 0,1966 Valid 

Y4 0,780 0,1966 Valid 

Y5 0,727 0,1966 Valid 
Sumber: Output SPSS 30 (2025)       

       Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5, seluruh item pernyataan 

dalam kuesioner menunjukkan bahwa nilai         > dari       . 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan 

pada variabel Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan 

Kepatuhan Pembayaran Pajak dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

       Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu 

instrumen mampu mengukur secara konsisten dan tepat dari waktu 

ke waktu. Jika hasil pengukuran konsisten dan stabil dalam berbagai 

kondisi, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel atau 

handal. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,60. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Crombach Alpha Keterangan 

Sanksi Administratif 0,792 Reliabel 

Kesadaran Wajib 
Pajak 

0,909 Reliabel 
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Kepatuhan 
Pembayaran Pajak 

0,877 Reliabel 

Sumber: Output SPSS 30 (2025)  
       
       Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

pada variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,792, Kesadaran 

Wajib Pajak (X2) sebesar 0,909, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak 

sebesar 0,877. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga 

masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Artinya, seluruh item 

pernyataan dalam kuesioner dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat ukur dalam pengujian selanjutnya karena menunjukkan 

konsistensi pengukuran yang baik. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berikut grafik. P- 

Plot. Hasil uji normalitas menggunakan program komputer IBM SPSS 

Statistics 24: 

 

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot 
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Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik data tersebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Selain itu, untuk menguji normalitas data, dapat digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, yang membandingkan distribusi data sampel 

dengan distribusi normal baku. Jika nilai signifikansi (Sig.) dari uji ini 

lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.14535052 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .062 

Positive .062 

Negative -.037 

Test Statistic .062 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d 
Sumber: Output SPSS 30 (2025) 

       Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) 

sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

       Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi 

tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Indikator 

umum yang digunakan adalah nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika nilai Tolerance ≤ 0,10 atau VIF ≥ 10, maka terdapat 
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indikasi multikolinearitas. Sebaliknya, jika Tolerance ≥ 0,10 dan VIF ≤ 

10, maka tidak ditemukan multikolinearitas dalam model. 

    Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Sanksi Administratif .535 1.869 

Kesadaran Wajib 

Pajak 

.535 1.869 

              Sumber: Output SPSS 30 (2025) 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai 

tolerance Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,535 lebih besar dari 

0,10, dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,535 lebih besar dari 

0,10. Sedangkan nilai VIF variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 

1,869 lebih kecil dari 10 dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 

1,869 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen 

dalam Penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

gejala heteroskedastisitas digunakan uji scatterplot yang dapat dilihat 

pada gambar berukut: 
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Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

       Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatterplot dapat dilihat titik-titik 

yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

       Uji Analisi Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu Sanksi Administratif 

(X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel dependen yaitu 

Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Hasil uji regresi linier berganda dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

B 

(Constant) 4.199 

Sanksi Administratif .113 

Kesadaran Wajib Pajak .705 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak 
                    Sumber: Output SPSS 30 (2025)            
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           Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan adalah sebagai   

berikut:  

𝑌 = α + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +   

Kepatuhan Wajib Pajak = 4,199 + 0,113 X1 + 0,705 X2 + е  

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Nilai a sebesar 4,199 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan 

bahwa jika variabel Sanksi Administtratif (X1) dan Kesadaran Wajib 

Pajak (X2) sama dengan nol maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak 

(Y) sebesar 4,199. 

b. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,113 

menunjukkan  bahwa  variabel  Sanksi Administratif (X1)  progresif 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pembayaran 

Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Sanksi 

Administratif maka akan mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak 

sebesar 0,113 

c. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 

0,705 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pembayaran 

Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Kesadaran 

Wajib Pajak maka akan mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak 

sebesar 0,705 
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6. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

       Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini 

dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, dan hasilnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

                             Tabel 4. 10 Hasil Uji T 
 

  

 

 

                
Sumber: Output SPSS 30 (2025)        

       Untuk menjelaskan hasil dari uji T pada tabel diatas, terlebih 

dahulu hitung       . Diketahui signifikansi 0,05/2=0,025 dengan 

distribusi t = n-k-1 atau 100-2-1 = 97, kemudian liat pada        

dengan taraf signifikansi 0,025 pada jumlah sampel atau n = 97, maka 

diperoleh        = 1,985. Kedua variabel independen setelah diuji 

menghasilkan uji sebagai berikut: 

1) Hasil Uji T Variabel Sanksi Administratif (X1) Terhadap Variabel 

Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) 

  : terdapat pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

T Sig. 

(Constant) 5,461 < 0,001 

Sanksi Administratif 8,544 < 0,001 

Kesadaran Wajib Pajak 17,546 < 0,001 
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   : tidak terdapat pengaruh Sanksi Administratif terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

       Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa variabel 

Sanksi Administratif (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,113 

bernilai positif (+) yang artinya variabel Sanksi Administratif 

memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

Selain itu variabel Sanksi Administratif memiliki         sebesar 

8,544  dan lebih besar dari         1,985 serta tingkat 

signifikansinya yaitu 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan, 

  diterima dan    ditolak yang berarti variabel Sanksi 

Adminnistratif berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

2) Hasil Uji T Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap 

Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) 

  : terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

   : tidak terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

       Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa variabel 

Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 

0,705 bernilai positif (+) yang artinya variabel Kesadaran Wajib 

Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Kesadaran Wajib Pajak 

memiliki         17,546  dan lebih besar dari        1,985 serta 
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tingkat signifikansinya yaitu 0,001 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa    diterima dan   ditolak yang berarti 

variabel  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

       Uji F berfungsi untuk menentukan pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis uji F 

pada tingkat signifikansi 0,05 dengan membandingkan Nilai         

dengan         , jika         >       , hipotesis diterima dan variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya jika         <        , hipotesis ditolak. 

Tabel 4. 11 Hasil Uji F 

ANOVAa
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1484.540 2 742.270 158.016 <.001b
 

Residual 455.650 97 4.697   

Total 1940.190 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak 

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administratif 
Sumber: Output SPSS 30 (2025) 

       Nilai        dapat dilihat pada tabel F statistik dengan df1= k – 1= 

2−1 = 1, dan df2 = n−k−1 = 100−2−1=97 (k : jumlah variabel 

independen). Dengan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh hasil        

sebesar 3,94. 
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       Nilai          sebesar 158,016 lebih besar daripada        yang 

sebesar 3.94, dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05, Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, 

yang menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib 

Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat 

Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

c. Uji Koefisien Determinansi (R2) 

       Koefisien determinansi (R2) digunakan untuk memprediksi 

seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai determinasi berada dikisaran atau antara 

nol dan satu. Hasil uji koefisien determinansi dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

          Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .875a .765 .760 2.16735 
                              Sumber: Output SPSS 30 (2025) 

       Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai dari 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,765 atau senilai 76,5%. 

Nilai 76,5% tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel Sanksi 

Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 

76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar variabel penelitian yang diteliti.  
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Sanksi Administratif berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran 

pajak 

       Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat 

bahwa variabel Sanksi Administraif (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 

0,113 bernilai positif (+) yang artinya variabel Sanksi Administratif 

memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

Selain itu, variabel Sanksi Administratif memiliki         sebesar 8,544  

dan lebih besar dari        1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu 0,001 

< 0,05. Maka dapat disimpulkan Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti 

variabel Sanksi Administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepatuhan PembayaranPajak. 

       Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi 

administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, 

tetapi juga sebagai mekanisme untuk menimbulkan efek jera dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengingat akan 

konsekuensi ketidakpatuhan. Pengaruh positif sanksi administratif 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak dapat dijelaskan karena adanya 

efek jera dan faktor pengingat yang diberikan melalui sanksi 

administratif. Ketika wajib pajak menyadari konsekuensi dari 

ketidakpatuhan berupa sanksi administratif seperti denda, bunga, atau 

kenaikan nilai pajak, mereka cenderung lebih termotivasi untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Sanksi 

administratif berperan sebagai alat kontrol yang mendorong wajib pajak 

untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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       Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nurdin et al., (2022) sanksi administratif berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Artinya semakin tinggi 

tingkat sanksi yang diterapkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor akan semakin tinggi pula. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim, (2021) menunjukkan 

sanksi aministratif memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya timbulnya wajib pajak dalam 

membayar pajak biasa disebabkan karena wajib pajak lebih takut 

dengan sanksi yang diberikan oleh fiskus apabila tidak membayar atau 

melanggar undang-undang perpajakan. 

       Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan menurut Tyler 

(1990), yang menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap 

peraturan dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

instrumentalberkaitan dengan perhitungan rasional individu terhadap 

konsekuensi dari indakan mereka, termasuk kemungkinan mendapat 

sanksi atau hukuman. Dalam konteks perpajakan, sanksi administratif 

berperan sebagai faktor instrumental yang menciptakan intensif bagi 

wajib pajak untuk patuh guna menghindari kerugian finansial. 

       Teori ini menjelaskan bahwa waib pajak akan cenderung patuh 

ketika mereka mempertimbangkan bahwa biaya ketidakpatuhan (sanksi) 

lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari tidak membayar pajak. 

Persepsi bahwa pemerintah tegas dalam menerapkan sanksi 

menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan. Ini menunjukkan 

bahwa sanksi administratif efektif membentuk perilaku patuh melalui 
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proses atribusi, di mana ancaman hukuman dipandang sebagai 

penyebab yang bisa dihindari dengan taat aturan. Dengan demikian, 

sanksi yang diterapkan secara konsisten, tegas, dan adil akan 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara rasional (Wardani et al., 

2024). 

2. Kesadaran Wajib Pajak berpegaruh terhadap kepatuhan pembayaran 

pajak 

       Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat 

bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai koefisien 

sebesar 0,705 bernilai positif (+) yang artinya variabel Kesadaran Wajib 

Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

Selain itu variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki         17,546 dan 

lebih besar dari        1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu 0,001 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa    diterima dan    ditolak yang 

berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak.  

       Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran wajib pajak 

merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran 

pajak. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat 

kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang 

melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang 

dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran 
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dalam diri wajib wajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang 

tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak 

perpajakkannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka 

kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 

       Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Muhammad et al., (2023) bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki 

oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian lain dari 

Salsabilla & Nurhayati, (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptauhan pembayaran 

pajak. 

       Temuan empiris yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak 

dapat dianalisis melalui perspektif teori kepatuhan. Menurut Tyler (1990), 

teori kepatuhan membedakan antar dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan 

instrumental (compliance) dan kepatuhan normatif (commitment). 

Kepatuhan instrumental didasarkan pada perhitungan perhitungan untung 

rugi dan ketakutan terhadap sanksi, sedangkan kepatuhan normatif 

muncul dari kesadaran internal dan rasa tanggung jawab moral. Dengan 

demikian, penerapan teori kepatuhan dalam analisis ini membantu 

menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat 

memperkuat kepatuhan normatif terhadap peraturan perpajakan.  
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       Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan faktor 

internal yang signifikan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi 

cenderung mengaitkan kepatuhan mereka dengan pemahaman dan 

tanggung jawab pribadi terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, wajib 

pajak dengan kesadaran rendah mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, seperti sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak (Mahasari, 

2023). 

       Dengan demikian, penerapan teori atribusi dalam analisis ini 

membantu menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat 

memperkuat atribusi internal terhadap perilaku kepatuhan. Artinya, ketika 

wajib pajak menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung 

pembangunan melalui pembayaran pajak, mereka lebih cenderung untuk 

patuh secara sukarela, tanpa perlu adanya tekanan eksternal. Hal ini 

sejalan dengan sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, di 

mana kepatuhan yang didorong oleh kesadaran internal sangat 

diharapkan (Mahasari, 2023). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten 

Pangkep dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi administratif yang konsisten dan tegas oleh Kantor 

Samsat Kabupaten Pangkep terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

dengan nilai koefisien 0,113 dan tingkaat signifikansinya 0,001 < 0,05. 

Artinya, semakin efektif pemberlakuan sanksi, semakin tinggi tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa penegakan 

aturan melalui mekanisme sanksi tidak hanya memberikan efek jera, 

tetapi juga memotivasi masyarakat untuk menghindari konsekuensi 

akibat keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pajak. 

2. Kesadaran wajib pajak secara signifikan dan positif memengaruhi 

kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkep 

dengan nilai koefisien 0,705 dan tingkat signifikansinya 0,001 < 0,05. Ini 

menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan 

pentingnya pajak untuk pembangunan daerah serta hak dan kewajiban 

mereka, semakin tinggi pula kepatuhan mereka. Dengan besarnya efek 

kesadaran lebih dominan daripada sanksi administratif peningkatan 

kepatuhan sebaiknya difokuskan melalui sosialisasi, edukasi, dan 

pendekatan persuasif. 
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B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang ingin penulis 

berikan adalah  

1. Bagi Kantor Samsat Kabupaten Pangkep diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dengan cara 

memperjelas mekanisme pemberian sanksi, mensosialisasikan 

konsekuensi keterlambatan pembayaran pajak secara komprehensif, 

serta memastikan konsistensi dalam penerapan sanksi tanpa adanya 

pengecualian. Penting juga untuk mengembangkan sistem pengingat 

otomatis melalui SMS atau aplikasi mobile yang dapat memberitahu 

wajib pajak mengenai tenggat waktu pembayaran pajak kendaraan 

bermotor mereka beberapa minggu sebelum jatuh tempo, sehingga 

dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran dan pengenaan sanksi 

administratif. Hal ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus 

membangun persepsi publik bahwa sistem perpajakan berjalan dengan 

adil dan profesional. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan 

penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi 

mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, 

seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, 

tingkat pendapatan wajib pajak, atau faktor demografi lainnya. Penelitian 

mendatang juga dapat mengembangkan metode penelitian yang lebih 

komprehensif dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
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perpajakannya. Selain itu, disarankan untuk memperluas wilayah 

penelitian ke beberapa Kantor Samsat di kabupaten/kota lain sebagai 

perbandingan, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak yang lebih adaptif dan sesuai dengan 

karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. 
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Lampiran 1: Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian 
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Lampiran 2: Kuesioner Penelitian 

Kuesioner Penelitian 

PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN 

PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN 

PANGKEP 

Petunjuk Pengisian: 

1. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna keperluan penelitian 
akademik. 

2. Jawaban Anda akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda menggunakan skala 
berikut: 

 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

A. Identitas Responden (Opsional, hanya untuk klasifikasi data) 

1. Jenis Kelamin: 

☐ Laki-laki 

☐ Perempuan 
2. Usia: 

☐ < 20 tahun 

☐ 20-30 tahun 

☐ 31-40 tahun 

☐ > 40 tahun 
3. Pekerjaan: 

☐ ASN  

☐ Karyawan Swasta 

☐ Wirausaha 

☐ Lainnya, sebutkan:   

4. Apakah Anda memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di 
Kabupaten Pangkep? 

☐ Ya 

☐ Tidak 
5. Apakah Anda rutin membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu? 
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☐ Ya 

☐ Tidak 

B. Pertanyaan Kuesioner 

1. Sanksi Administratif (X1) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak 

yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. 

     

2.  Sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang 

terlambat membayar pajak cukup memberatkan.. 

     

3.  Sanksi administrasi yang diterapkan saat ini efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

     

4.  Saya merasa terdorong untuk membayar pajak tepat 

waktu karena takut terkena sanksi administrasi. 

     

5. Menurut saya, sanksi administrasi saat ini masih kurang 

tegas dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

     

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya memahami bahwa pajak kendaraan bermotor 

adalah kewajiban yang harus dipenuhi. 

     

2. Saya mengetahui bahwa pajak kendaraan bermotor 

berkontribusi terhadap pembangunan daerah. 

     

3. Saya selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran 

pajak kendaraan saya. 

     

4. Saya membayar pajak kendaraan bukan hanya karena 

takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran pribadi. 

     

5. Saya merasa pemerintah sudah cukup mensosialisasikan 

pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. 

     

 

3. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat 

waktu setiap tahun. 

     

2. Saya lebih memilih membayar pajak kendaraan sebelum      
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jatuh tempo untuk menghindari denda. 

3. Saya tidak pernah mengalami keterlambatan dalam 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

     

4. Jika ada program keringanan pajak, saya akan lebih 

termotivasi untuk membayar pajak kendaraan tepat 

waktu. 

     

5. Saya lebih memilih membayar pajak kendaraan secara 

online untuk kemudahan dan efisiensi waktu. 
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Lampiran 3: Tabulasi Data Responden 
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Lampiran 4: R Tabel 
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Lampiran 5: T Tabel 
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Lampiran 6: F Tabel 
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Lampiran 7: Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sanksi Administratif 100 5.00 25.00 18.2900 4.36306 

Kesadaran Wajib Pajak 100 5.00 25.00 19.6200 4.99450 

Kepatuhan Pembayaran 

Pajak 

100 5.00 25.00 20.0900 4.42695 

Valid N (listwise) 100     

 

Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Data 

a. Sanksi Administratif (X1) 

 

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 
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c. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) 

 

 

Lampiran 9: Hasil Uji Reabilitas Data 

a. Sanksi Administratif (X1) 

 

 

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 

 

 

c. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) 
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Lampiran 10: Hasil Uji Normalitas 

  

 

 

Lampiran 11: Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.199 .991  4.236 <.001   

Sanksi Administratif .113 .068 .111 1.654 .101 .535 1.869 

Kesadaran Wajib Pajak .705 .060 .795 11.820 <.001 .535 1.869 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak 
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Lampiran 12: Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Lampiran 13: Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.199 .991  4.236 <.001 

Sanksi Administratif .113 .068 .111 1.654 .101 

Kesadaran Wajib 

Pajak 

.705 .060 .795 11.820 <.001 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak 
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Lampiran 14: Hasil Uji T 

a. Hasil Uji T Sanksi Administratif (X1) 

 

b. Hasil Uji T Kesadaran Wajib 

 

Lampiran 15: Hasil Uji F 

 

 

Lampiran 16: Hasil Uji Koefisien Determinasi (  ) 
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Lampiran 17: Dokumentasi 
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